
BUPATI SITUBONDO
PROVINSIJAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR l TAHUN 2021

TENTANG
PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELAN」A DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI SITUBONDO,

: a. bahwa sampai dengan tanggal 30 Desember 2O2O
Peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l belum
ditetapkan;

b. bahwa memperhatikan Surat Direktur Bina
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tanggal
25 Desember 2O2O Nomor 9OZ/5433/KEUDA perihal
Persiapan Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l pada nomor 5,
dalam hal daerah belum menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021, dilakukan penetapan peratur€rn Kepala Daerah
tentang pengeluaran kas mendahului penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2l sebagai dasar pengeluaran kas setiap
bulannya paling tinggr seperduabelas jumlah
pengeluaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran sebelumnya, dibatasi hanya
untuk mendanai keperluan mendesak;

c. bahwa memperhatikan ketentuan pasal 107 ayat (1)

dan ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun
2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila
Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil
persetujuan bersama terhadap Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menyusun
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling
tinggi sebesar angka Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang
diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib;
bahwa memperhatikan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2\

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
mengalami keterlambatan, Kepala Daerah
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi
sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah
pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya hanya untuk
mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan
peraturan perudang-undangan ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
202t;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
l.embararr Negara Republik Indonesia Nomor 3851];
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

e.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtk
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5409);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5239) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12
Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahaa Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tefiarrg
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tatun 1972 Nomor 38);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2lO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45O2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor I23,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (kmbaran Negara Repubtik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan tembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.OT l2O2O
tentang Penggunaan, Pemantauan, dal Evaluasi
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2O2A t.efiang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggunglawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2O2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
lOTahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2ol6-2o2l\.embaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Situbondo Nomor 3 Tahun 2019 (kmbaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUWSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS
MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELAN」A DAERAHTAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
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Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala
bantuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungiawaban, dan pengawasa.n Keuangan
Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Situbondo.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
Kas Daerah.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode dalam tahun
anggaran berkenaan.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKpD
yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
yang digunakan sebagai dasar penyusunan
Rancangan APBD.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanalan
oleh satuan kerl'a perangkat daerah atau mesyarakat
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
Kegiatan adalah bagran dari program yang
dilaksanakan olah 1 (satu) atau beberapa satuan
ke{a perangkat daerah sebagai bagran dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber
daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa.
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Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
Situbondo.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan
mensejahterakan masyarakat.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
semua Daerah.
Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh
Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
mengenai Janis dan mutu Pelayanan Dasar yang
merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga neg€rra secara minimal.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
satuan keq'a perangkat daerah atau unit satuan
ke{a perangkat daerah pada satuan ke{a keda
perangkat daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengalolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2
Dalam Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas
Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angg aran 2O2l hanya untuk
keperluan mendesak serta diprioritaskan untuk :

a. Belanja yang bersifat mengikat.
b. Belanja yang berifat wajib.

Pasal 3
Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan olehPemerintah Daerahdengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun
anggaran yang berkenaan.
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Pasal 4
Belanja yang bersifat wajib seagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Infrastruktur;
d. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
e. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
f. Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
g. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk
mendanai pengeluaran kas direncanakan sehsar
Rp 1.08O. 147.526.115,OO (satu trilliun delapan puluh
milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua
puluh enam ribu seratus lima belas rupiah), yang terdiri
atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 6
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar
Rp 1.075.127.354.877,OO (satu trilliun tujuh putuh
lima milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus
lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh
tujuhrupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 75O.563.958.284,O0 (tujuh ratus lima puluh
milyar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan
ratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan
puluh empat rupiah).
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Belanja barang dan jasa sebagaimana dimal<sud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 272.244.156.593,00 (dua ratus tujuh puluh dua
milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus
lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga
rupiah).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c direncanakan sebesar Rp 0,0O (nol rupiah).
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp 0,O0 (nol rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp 52. 3 I 9. 24O. 000,00
(lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belas juta
dua ratus empat puluh ribu rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf f direncanakan Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7
Anggaran belanja modal sebageimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar
Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal bangunan dan gedung;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset tidak berwujud.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol
rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf b direncanakan
sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Belanja modal bangunan dan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan
sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Belanja modal aset tetap lainnya
dimaksud pada ayat (1) huruf e

sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
Belanja modal aset tidak berwujud
dimaksud pada ayat (1) huruf f
sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

sebagaimana
direncanakan

sebagaimana
direncanakan

(2)

Pasal 8
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar
Rp. 5.020.171.238,00 (lima milyar dua puluh juta seratus
tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan
rupiah).

Pasal 9
Dalam keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaral yang belum tersedia .rnggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan bupati ini, yang
selanjutnya dimasukan dalam APBD Tahun
Anggaran 2021.
Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana

sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelalsanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/ atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mensganggu kegiatan pelayanan publik.
Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan

dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran bedalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan
belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangal; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

(3)
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Pasal 10

Uraian lebih lanjut Pengeluaran Kas Mendahului
Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:
a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Belanja Daerah

yang Diklasifikasi Menurut Akun,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Belanja;

b. I-ampiran II Rincian Anggaran Belanja Daerah
MenurutUrusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Belanja;

Pasal 1l
Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peratural Bupati
penempatannya dalam Berita Baerah.

pada tanegal

memerintahkan
ini dengan

Ditetapkan di Situbondo
Padatanssal ,1 $JAN 2021

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Diundangkan di Situbondo
Pada tanssal 1 g JAN 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

+V^A"a
slRrpullln

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 1

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Januari
2O2l Nomor : 188/4.K/KPTS lOI3l2O2l
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